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KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NoMoR 4t o / Qqi rAHUN 2o2t

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SINERGITAS PENGELOLAAN

INFORMASI POTENSI DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANJARNEGARA,

: a. bahwa agar pelaksanaan sinergitas pengelolaan

informasi" potensi desa berjalan lancar perlu

membentuk tim koordinasi pada kegiatan

dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a', perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Sineigitas Pengelolaan Informasi Potensi

Desa di KabuPaten Banjarnegara;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan baerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. UnJang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2OLt Nomor 82'
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor15Tahun2o]tgtentangPerubahanAtas
Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2All tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara RI Tahun 2Al9 Nomor 183'

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (l,embaran Negara RI Tahun 2OL4 Nomor 7

TambahanLembaranNegaraRINomor5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda1g
Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta K9!3
(Lembaran Negara RI Tahun 22O Nomor 245

iambahan Lem-baran Negara RI Nomor 65731;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan daerah (trmbaran Negara RI Tahun

2OL4 Nomor 244, Tatrtbahan Lembaran Negara RI

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhii' dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

RI Tahun 22O Nomor 245 Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 65731;



5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undan-g Nomor 13 Tahun 1950 tetrtang

Pembeltukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Perituran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomoi 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran

N"gr.. RI Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan

Leirbaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemeriirtah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6

Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara RI

Tahun 2}lg Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 632t1;
Per-aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

i""irrg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

N"g"tJ ru fahun 2olg Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 63221;

Feraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12

Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan
p"*"a"rrg-undanga., fl,e*baran Negara RI Tahun

2Ol4 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara RI Tahun 2AL8 Nomor l82l:'
ieraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2OL4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara RI tahun 2Al4 Nomor 2O9fl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menleri Dalam Negeri Nomor t2O Tahun 2Ol8

t"rrt"rrg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

N"g"ti"Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
prJaut Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun

7.

8.

9.

10.

11.

2AL8 Nomor l57l;
L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor*3 Tahun

2Ol7 tentang Pedoman Pengelolaan . 
Pelayanan

Informasi dai Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI

Tahun 2Afi Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomol 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Oaiaft (Berita Negara R[ Tahun 2O2O

Nomor 1781);
L4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2OO8 Nomor 7 ' Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

eel;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

7 Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah KabJpaten Banjarnegara Tahun

Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten

nanjarnegara Tahun 2O2A Nomor 7);

16. Peratrrran Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun

2A2A tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun anglaran 2A2l (Berita Daerah Kabupaten

Banjarnegir" Tahun 2O2O Nomor 721 sebagaimana

telah aruUafr beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Baniarne gara Nomor 3O Tahun

2a2ltentangPerubahanKesebelasAtasPeraturan
Bupati Barijarne gata Nomor 72 Tahun 2O2A

tentang feniaUaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeiah Kabupaten Banjarnegara Tahun

Anggaran 2A2l (Berita Daerah Kabupaten

nanjarne gataTahun 2O2l Nomor 3O);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi sinergitas Pengelolaan

Informasi Potensi Desa di Kabupaten Banjarnegara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

*".,ip"f.* bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Tim sebagaimana dimaksuddiktum KESATU mempunyai

tugas:
I. -Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten:

a. mengoordinasifan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
Oari firn Koordinasi Tingkat Kecamatan; dan

b. melakukan pembinaarl pengawasan' . 
evaluasi'

dan monitoiing atas pelaksanaan kebijakan
informasidandokumentasiyangdilakukanoleh
Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan'

II. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan:
a. mengkoordinasii<an dan mengkonsolidasikan

p.rrgrrrnp,-,turr bahan informasi dan dokumentasi

dariTimPengelolalnformasiPotensiDesaTingkat
Desa.

b. melakukan pembinaan, pengawasan' evaluasi'

dan monitoiing atas pelaksanaan kebijakan
informasi yani dilakukan oleh Tim Pengelola

Informasi pttensi Desa Tingkat Desa; dan

c. menyarnpaikan laporan pelaksanaan kebijakan

teknis .i"" pengelolaan informasi kepada Tim

Koordinasi Tingkat Kabupaten secara berkala'

III. Tim Pengelola Informasi Potensi Tingkat Desa:

a. menjamin ketersed'iaan dan akselerasi layanan

informasi dan dokumentasi potensi desa;

b. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi

bahan d"t data potensi desa menjadi bahan

informasi Publik; dan
c. *.rry.*p.it .tt laporan pelaksanaan kebijakan

teknis ,i;" pengiohan lnformasi kepada Tim

Koordinasi Tingkat Kecamatan secara berkala'



KETIGA

KEEMPAT

semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
r<.prrt r*"tt ini aiUefankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

Anggaran 2O2L.
X.pit"*"t ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara 
,

pada ianggal 4 -g -f.4 2d

BU

BUDHI SARWONO

TEMBUSAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth'
1. Inspektur KabupatenBanjarnegara;
2. Xepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. fepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara; 

.

4.KepalaDispermadesPPKBKabupatenBanjarnegara;
5. repata Bagian Administrasi Pembangunan setda Kabupaten

Banjarnegara;
fepila eigian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;6.

7.

ATI BANJARNEGARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NoMoR 4 Lq I Ottg rAHUN 2o2t
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORD1NASI

SINERGITAS PENGELOLAAN INFORMASI

POTENSI DESA DI KABUPATEN

BANJARNEGARA

TIM KOORDINASI SINERGITAS PENGELOLAAN INFORMASI POTENSI DESA

DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN

JABATAN DALAM TIM
Penan iawab

Wakil Pe iawab
Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

il. TIM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN

JABATAN DALAM DINAS

S.t retaris Daerah KabuPaten

A-iste" Pemerintahan dan Kesra Sekda
Kabupaten Banj
t<epati Dispermades PPKB Kabupaten

Kepal, BaPerlitbang KabuPaten

Kepala BPPKAD KabuPaten

f"p"t. nir." Komunikasi dan
Informatika KabuPaten

Dinas Kependudukan dan
Sipil KabuPaten

f.prt. birru." Sosial PPPA KabuPaten

Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten

Kepala Dinas Pariwisata dan
KabuPaten Baniarn

JABATAN DALAM DINAE JABATAN DALAM TIM
Penanqsunsiawab

KetuaG

t"
La

NO
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasi Pe*berdaya
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Trantib dan PelqYS4Srt-
6. Kasi Kesra
7. [asubae Perencanaan dan Keuangan
8. K".ubas Umrrm dan l(gpggaweian



M. TIM PENGELOLA INFORMASI POTENSI TINGKAT DESA

BUTATI .BANJARNEGARA,
ErWff r1r. "

BUDHI SARWONO

NO
1.

JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

Kepala Desa Penanggung Jawab

2. Sekretaris Desa Ketua

3. rz^^i l)o'm-rinfqlrqrr Sekretaris
Anggot4-4. Kasi Pelayanan

5. Kasi Keseiahteraan Aneggta._-

6. Kaur Perencanaan Angggla._-
7. Kaur Keuangan Anggq!4-
8. Kaur Umum Anggota


